BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN MASALAH

TENDER PROYEK

A. Pengertian Tender Proyek

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan
barangbarang atau menyediakan jasa. Pengertian tender tersebut mencakup
tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mangadakan barang dan jasa.

3. Membeli suatu barang dan jasa.

4. Menjual suatu barang dan jasa.

Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam
jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan
untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas.
Proyek dapat diartikan pula sebagai sederetan aktifitas yang diarahkan pada suatu
hasil dimana jangka waktu penyelesaiannya ditentukan. Ada terdapat beberapa
alasan tertentu yang menyebabkan bahwa tidak seluruh proyek pengadaan barang
dan jasa di instansi pemerintah dapat dilakukan melalui proses tender terbuka,
antara lain: setiap pekerjaan yang dianggap perlu dirahasiakan karena menyangkut

pertahanan dan keamanan negara. Terhadap proyek pekerjaan seperti ini dapat
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dilakukan mekanisme “Penunjukan Langsung” (Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012). Adapun ciri pokok proyek adalah :
1. Bertujuan menghasilkan lingkup (scope) tertentu berupa produk akhiratau

hasil akhir.

o

Dalam proses mewujudkan lingkup di atas, ditentukan jumlah biaya,
jadwal, serta kriteria mutu.

3. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas.

4. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas.

5. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah

sepanjang proyek berlangsung.

B. Jenis-Jenis Tender Proyek

Ada 3 jenis tender proyek :?’

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,
pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan
barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
pengguna barang.

2. Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau

pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi

27 http://www.lkpp.go.id/v3/ (diakses tanggal 28 September 2014)
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adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

3. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan

tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata

kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain

jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan

barang.

Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pengadaan

barang dan jasa dapat diaktegorikan dalam 4 hal :

Tabel 11

KATEGORI JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
(MENURUT PERPRES 70 TAHUN 2012)

Jenis

adalahpekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau wujud fisik lainnya;

Yang dimaksud dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan,
meliputikeseluruhan atau
sebagaian  rangkaian  kegiatan
pelaksanaan  yang  mencakup
pekerjaan arsitektural, elektrikal

dan tata lingkungan, masing -
masing beserta kelengkapannya

untuk mewujudkan suatu
bangunan;

Dan vyang dimaksud dengan
pembuatan wujud fisik lainnya,

meliputi keseluruhan atau sebagian

No Pengadaan Definisi Lingkup
1 Barang Cukup Jelas a. Bahan Baku;
b. Barang setengah jadi;
c. Barang jadi/peralatan;
d. Makhluk hidup
2 Jasa Konstruksi | Pekerjaan konstruksi | a. Konstruksi bangunan;

gedung, bangunan sipil dll
b. Konstruksi bangunan

kapal, pesawat atau

kendaraan tempur;

c. Pekerjaan yang
berhubungan dengan
persiapan lahan,
penggalian dan/atau
penataan lahan
(landscapping);

d. Perakitan atau instalasi
komponen fabrikasi;

e. Pengahancuran
(demolition) dan

pembersihan (removal);
f. Reboisasi;
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rangkaian kegiatan pelaksanaan
yang mencakup pekerjaan untuk
mewujudkan selain bangunan.
3 Jasa Cukup jelas a. Jasa rekayasa
Konsultansi (engineering);

b. Jasa Perencanaan
(planning), perancangan
(design) dan pengawasan
(supervision) untuk
pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa perencanaan
(planning),  perancangan
(design) dan pengawasan
(supervision) untuk
pekerjaan selain Pekerjaan
Konstruksi, seperti
transportasi,  pendidikan,
kesehatan, kehutanan,
perikanan, kelautan,
lingkungan hidup,
kedirgantaraan,
pengembangan usaha,
perdagangan,
pengembangan SDM,
pariwisata, pos dan
telekomunikasi, pertanian,
perindustrian,
pertambangan, energi;

d.Jasa  keahlian  profesi,
seperti jasa penasehatan,
jasa penilaian, jasa
pendampingan,  bantuan
teknis, konsultan
manajemen, konsultan
hukum;

e. Pekerjaan  survei  yang
membutuhkan telaah
tenaga ahli;

4 | Jasa Lainnya Cukup jelas a. Jasa Boga  (catering
service);

b. Jasa Layanan Kebersihan
(cleaning service);

c.Jasa Penyedia Tenaga
Kerja;

d.Jasa asuransi, perbankan
dan keuangan;
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e.Jasa layanan kesehatan,
pendidikan,
pengembangan SDM,

kependudukan;

f. Jasa penerangan,
iklan/reklame, film,
pemotretan;

g. Jasa percetakan dan
penjilidan;

h. Jasa
pemeliharaan/perbaikan;

I. Jasa pembersihan,

pengendalian hama (pest
control) dan fumigasi;

J. Jasa pengepakan,
pengangkutan, pengurusan
dan penyampaian barang;

k. Jasa penjahitan/konveksi;

I. Jasa impor/ekspor;

m. Jasa penulisan dan
penerjemahan;

n. Jasa penyewaan;

0. Jasa penyelaman;

p. Jasa akomodasi;

g. Jasa angkutan penumpang;

r. Jasa pelaksanaan transaksi
instrumen keuangan;

s. Jasa penyelenggaraan acara
(event organizer);

t. Jasa pengamanan;

u. Jasa layanan internet;

v. Jasa pos dan
telekomunikasi;

w. Jasa pengelolaan aset;

X. Jasa pekerjaan survei yang
tidak membutuhkan
telaahan tenaga ahli.
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C. Tata cara pelaksanaan Tender Proyek
Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat
dikelompokan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang
dan jasa dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap : %
1. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya meliputi
a. Perencanaan pengadan barang dan jasa,
b. pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa,
C. penetapan sistem pengadaan barang dan jasa,penyusunan jadwal
pengadaan barang dan jasa
d. penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
e. penyusunan Dokumen Pengadaan barang dan jasa.
2. Tahap Proses pengadaan. Pada tahap ini kegiatan meliputi
a. pemilihan penyedia barang dan jasa dan
b. penetapan penyedia barang dan jasa.
3. Tahap penyusunan kontrak.

4. Tahap pelaksanaan kontrak.

Sesuai ketentuan dalam Perpres No.70 Tahun 2012, pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan cara:
1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
1. Pelelangan yang terdiri atas Pelelan Umum dan Pelelangan

Sederhana;

%8 Amiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010)
halaman 46-47
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2. Penunjukan Langsung;

3. Pengadaan Langsung; atau

4. Kontes/Sayembara.

2. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

1. Pelelangan Umum;

2. Pelelangan Terbatas;

3. Pemilihan Langsung;

4. Penunjukan Langsung; atau

5. Pengadaan Langsung.

Sedangkan pengadaan untuk jasa konsultansi dilakukan melalui cara
Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara.
Adapun pengertian metode pemilihan penyedia barang/jasa di atas adalah sebagai
berikut :

1. Pelelangan Umum. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memenuhi syarat.

2. Pelelangan Sederhana. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Lainnya untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp5.000.000.000,

3. Pelelangan Terbatas. Yaitu metode pemilihan Pekerjaan Konstruksi untuk
Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan

diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang
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Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai
risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau
pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

4. Pemilihan Langsung. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan
terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan
penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung,
yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran,
sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah
lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya
serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumunan resmi untuk
penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet (pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi
Rp5.000.000.000).

5. Penunjukan Langsung. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Dalam
keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat
dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia
barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya
sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.

6. Pengadaan Langsung. Yaitu pengadaan Barang/Jasa langsung kepada

Penyedia barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
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Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000

7. Kontes/Sayembara. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri kreatif,
inovatif dan budaya dalam negeri.

Sedangkan khusus untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui
negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga
pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Seleksi Umum. Dalam keadaan
tertentu pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui Seleksi
Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara.

1. Seleksi Umum; merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi
yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara
terbuka yaitu diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di website
K/D/L/I, dan papan pengumuman resmi masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;

2. Seleksi Sederhana; merupakan metode yang dilakukan terhadap Pengadaan
Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi
biaya seleksi, dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat
sederhana dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- dengan diumumkan
paling kurang di website K/L/D/l dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga
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masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.

3. Penunjukan Langsung; dilaksanakan dikarenakan keadaan tertentu dan
keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan
dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi
kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya
sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Pengadaan Langsung; dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang
memiliki karakteristik merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I, dan atau
bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,-. Pengadaan dilaksanakan oleh 1
Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung tidak digunakan sebagai alasan
untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari Seleksi.

5. Sayembara; dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi
dan metode pelaksanaan tertentu, tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga
Satuan. Persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan
mengikuti Sayembara ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang dapat
lebih mudah dari pada Persyaratan Penyedia Barang/Jasa secara umum.
Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya,

sedangkan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya.
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Dalam Perpres 70 Tahun 2012 ketentuan mengenai keadaan tertentu

ditambahkan satu kriteria lagi yaitu untuk kegiatan bersifat rahasia untuk

kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang

ditetapkan ~ dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kriteria  Barang

khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang

memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi:

1.

2.

Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya (unforeseen condition);

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang
hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya
ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan
habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah
yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses

oleh masyarakat;
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7. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup
lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga
yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perpres 70 Tahun 2012
ketentuan mengenai Barang Kkhusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa
Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan
Langsung ditambahkan satu kriteria lagi yaitu Pekerjaan pengadaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh
pengembang/developer yang bersangkutan.

Prakualifikasi (proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainya dari penyedia barang/jasa sebelum
memasukkan penawaran) wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi,
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks melalui Pelelangan Umum, dan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung,
kecuali untuk penanganan darurat, dan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan
Langsung. ULP/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk
pelelangan umum pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bersifat kompleks. Pekerjaan yang bersifat kompleks untuk pembangunan tahap
ke Il dan seterusnya atas bangunan gedung atau lainnya, dapat dilakukan melalui
penunjukan langsung tanpa pelelangan kembali, namun terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis terkait yaitu Kementerian PU

(Direktorat Jenderal Cipta Karya ) atau Dinas PU setempat. Evaluasi terhadap
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penawaran yang akan dilakukan harus dicantumkan dalam dokumen lelang.
Adapun evaluasi penawaran, terdiri atas :

1. Sistem Gugur : Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan
membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan
yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa dengan urutan
proses evaluasi dimulai dari penilaian kewajaran harga, terhadap penyedia
barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan
gugur;

2. Sistem Nilai : Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberi nilai
angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai
yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian
membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan
penawaran peserta lainnya.

3. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis : adalah evaluasi penilaian
penawaran dengan cara memberi nilai angka pada unsur-unsur tertentu
teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang
ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian nilai unsur unsur tersebut
dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan
jumlah nilai dari setiap penawaran membandingkan jumlah nilai dari setiap

penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.
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D. Dampak Yang Timbul Akibat Korupsi Yang Dilakukan

Tujuan utama Tender Proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintah
adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Seperti tujuan pemerintah yang
lainya. Pengadaan barang dan jasa yang baik, seharusnya mampu memenubhi
kebutuhan masyarakat, persaingan usaha yang sehat dan efisien (dan hindari
pemborosan!) dalam penggunaan anggaran. Pengadaan barang dan jasa yang baik
merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh sektor dan
merupakan instrument dalam membangun tata kelola yang baik dan tata
pemerintahan yang baik.*

Sebaliknya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan
angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan akibat
penyelewengan uang negara diluar kepentingan rakyat. Selain itu juga akan
menciptakan prilaku buruk yang mendorong persaingan usaha yang tidak sehat
karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan bermanfaat. Untuk
sektor swasta, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berdampak pada
ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan iklim kompetisi usaha yang tidak sehat.
Hal ini akan berdampak pada tingginya harga pasaran karena banyak perusahaan
kompetitor yang gulung tikar akibat tidak mampu membayar suap.

Berikut merupakan aspek yang dikenali sebagai dampak praktik korupsi
dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah:®
1. Dampak Finansial

Dampak Finansial dapat terdiri dari:

29 http://pattirosemarang.org/media-hari-ini/read/dampak-dan-akibat-korupsi-dalam-
pengadaan-barang-dan-jasa/ (diakses tanggal 27 September 2014)
% 1bid
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- Pengeluaran tidak penting dengan biaya mahal untuk pembelanjaan,
investasi, jasa, atau pendapatan negara menjadi rendah karena tidak
diperlukannya surat ijin, perijinan, konsensi dan sebagainya;

- Sub perincian kualitas penyediaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan
harga yang dibayar;

- Pembebanan kewajiban keuangan kepada pemerintah atas
pembelanjaan atau penanaman modal yang tidak diperlukan atau tidak
bermanfaat yang secara ekonomi biasanya bernilai sangat besar; dan

- Pembebanan atas biaya perbaikan awal kepada pemerintah yang kerap
diikuti dengan berbagai alasan biaya perawatan.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dapat terdiri atas beban kepada pemerintah untuk biaya
pelaksanaan, perawatan dan peminjaman hutang untuk investasi atau
pembelanjaan, yang tidak digunakan secara benar demi kepentingan ekonomi
negara. Lebih jauh, dampak ekonomi dapat terjadi apabila tingkat penanaman
modal terus berkurang sebagai akibat tingginya angka korupsi yang dapat
mengancam para penyelenggara bisnis,sehingga kelak mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.
3. Dampak Lingkungan

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan dampak

buruk bagi lingkungan. Karena proyek-proyek yang dikerjakan biasanya tidak
mengikuti standarisasi lingkungan negara tersebut (atau internasional). Akibat dari

penolakan mengikuti standarisasi tersebut akan berdampak kerusakan parah pada
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lingkungan dalam jangka panjang dan tentunya berimplikasi pada tingginya resiko
masalah kesehatan.
4. Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia

Resiko kerusakan dapat terjadi pada kesehatan dan keselamatan manusia
berbagai akibat kualitas lingkungan yang buruk, penanaman modal yang anti-
lingkungan atau ketidakmampuan memenuhi standarisasi kesehatan dan
lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, yang dapat
berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban.
5. Dampak pada Inovasi

Korupsi membuat kurangnya kompetisi yang akhirnya mengarah kepada
kurangnya daya inovasi. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada hasil
korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini
akan memicu perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan korupsi untuk tidak
merasa harus menanamkan modal berbentuk inovasi karena korupsi telah
membuat mereka tidak mampu mengakses pasar.
6. Erosi Budaya

Ketika orang menyadari bahwa tidak jujurnya pejabat publik dan pelaku
bisnis, serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi, akan
menyebabkan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya dan
membentuk kepribadian masyarakat yang tamak.

Hal serupa juga terjadi pada pelaku bisnis yang akan menyadari bahwa
menawarkan harga dan kualitas yang kompetitif saja, tak akan cukup untuk

memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender.
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7. Menurunnya Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah

Ketika orang menyadari bahwa pelaku korupsi dilingkungan pemerintahan
tidak dijatuhi hukuman, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tak dapat
dipercaya. Kemudian secara moral, masyarakat seakan mendapat pembenaran atas
tindakannya mencurangi pemerintah karena dianggap tidak melanggar nilai-nilai
kemanusiaan.
8. Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur

Jika peserta tender yang melakukan korupsi tidak mendapat hukuman, hal
ini akan menyebabkan peserta yang jujur akan mengalami kerugian karena
kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. Meski sesungguhnya hasil
pekerjaanya jauh lebih baik dibanding perusahaan korup yang mengandalkan
korupsi untuk mendapatkan tender dengan kualitas pekerjaan yang dapat
dipastikan buruk.
9. Ancaman Serius Bagi Perkembangan Ekonomi

Jika pemerintah mentolelir korupsi dalam belanja barang dan jasa serta
investasi, dan dasar pemilihan investasi yang tidak dilandasi pada perkembangan
perekonomian tetapi lebih karena suap maka cepat atau lambat negara tidak
mampu membiayai investasinya sendiri. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan
kebijakan mengundang investor asing dengan iming-iming berbagai fasilitas
kemudahan. Kebijakan ini tentu akan melumpuhkan perkembangan ekonomi

domestik dan masyarakat miskin akan menjadi miskin.
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